
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan
sebagai berikut :
a. Permohonan Persetujuan Andalalin;
b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan Iatau Izin Pemanfaatan Ruang;
d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DEDBangunan yang Diusulkan;
e. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan

3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dual di atas dan untuk kelancaran investasi,
bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALINpengembangan I
pembangunan ...... (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)

2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku
pengembangj'pembangun yaitu PT.... (diisi namaperusahaanpengembang/pembangun)
berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan
dikembangkan/ dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama
jalan/ RTRW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota) yang merupakan jalan
nasional IprovinsiIkabu paten Ikota.

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil
analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana
dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai
dengan kewenangannya.

Kepada
Yth. MENTERIPERHUBUNGAN

Cq. Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Kementerian Perhubungan
GUBERNURI BUPATII WALIKOTA
di -

Permohonan Persetujuan
ANDALALIN

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)
........... , 20...Nomor

Klasifikasi
Lampiran
Perihal

A. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

un tuk Bangkitan Tinggi

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK

LALU LINTAS
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Tembusan Yth. :
1. Menteri Perhubungan;
2. KepalaDinas Perhubungan Provinsi (diisinama provinsi lokasi pembangunan);
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaterr/Kota (diisi nama kaby kota lokasi

pembangunan) .

Nama Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Pemohon

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami
ucapkan terima kasih.

f. Dokumen Hasil ANDALALlNpengembangan / pembangunan ... yang dikerjakan oleh
Konsultan PT./CV (diisi namaperusahaan konsultan ANDALALIN).
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4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan
sebagai beriku t :
a. Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang darr/ atau Izin Pemanfaatan Ruang;
d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DEDBangunan yang Diusulkan;
e. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;
f. Dokumen Rekomendasi Teknis Dampak Lalu Lintas pengembangarr/ pembangunan

... yang dikerjakan oleh Konsultan PT.ICV (diisi nama perusahaan konsultari
ANDALALIN).

3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi,
bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak
Lalu Lintas pengembangan I pembangunan (diisi nama objek: yang akari
dikembanqkan/ dibangun)

2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku
pengembangy pembangun yaitu PT.... (diisi namaperusahaanpengembang/pembangun)
berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek: yang akari
dikembanqkan/ dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama
jalan/ RTRW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota) yang merupakan jalan
nasional/provinsi/kabupaten/kota.

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil
analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana
dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai
dengan kewenangannya.

.........................

Kepada
Yth. MENTERIPERHUBUNGAN

Cq. Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Kementerian Perhubungan
GUBERNURI BUPATII WALIKOTA
di -

Permohonan Rekomendasi
Teknis Penanganan
Dampak Lalu Lintas

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)
........... , 20 .Nomor

Klasifikasi
Lampiran
Perihal

B. Format Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu

Lintas untuk Bangkitan Sedang
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Tembusan Yth. :
1. Menteri Perhubungan;
2. KepalaDinas Perhubungan Provinsi (diisinama provinsi lokasi pembangunan);
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaterr/Kota (diisi nama kabj kota lokasi

pembangunan) .

Nama Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Pemohon

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami
ucapkan terima kasih.
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4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan
sebagai beriku t :
a. Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/ atau Izin Pemanfaatan Ruang;
d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DEDBangunan yang Diusulkan;
e. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;

3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi,
bersama ini kami mengajukan permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu
Lintas pengembangan / pembangunan idiisi nama objek yang akan
dikembangkan/ dibangun)

2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku
pengembang/ pembangun yaitu PT.... (diisi nama perusahaari pengembang/ pembangun)
berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akari
dikembangkan/ dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama
jalan/ RTRW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota) yang merupakan jalan
nasional/provinsi/kabupaten/kota.

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis
dampak lalu Iintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil
analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana
dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai
dengan kewenangannya.

Kepada
Yth. MENTERIPERHUBUNGAN

Cq. Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Kementerian Perhubungan
GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA
di -

Permohonan Standar
Teknis Penanganan
Dampak Lalu Lintas

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)
........... , 20 .Nomor

Klasifikasi
Lampiran
Perihal

C. Format Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu

Lintas untuk Bangkitan Rendah
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Salinan sesuai dengan aslinya
E

BUDI KARYA SUMADI

ttd

MENTERIPERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

Tembusan Yth. :
1. Menteri Perhubungan;
2. KepalaDinas Perhubungan Provinsi (diisinama provinsi lokasi pembangunan);
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaterr/Kota (diisi nama kabj kota lokasi
pembangunan).

Nama Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Pemohon

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami
ucapkan terima kasih.
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